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 ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Binjai Dalam Rangka 

Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD ) Pengelolaan 

Sampah Di Kota Binjai 

Dhimas Prayuda 

2003100014 

 

Unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan sampah merupakan lembaga yang 

melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan 

sampah. Dinas lingkungan hidup kota Binjai dalam mengimplementasikan 

peraturan walikota dan kebijakan dalam tugas pengelolaan sampah tingkat di kota 

binjai. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan 

tujuan dari penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2018 pasal 2(c)  tentang 

Unit pelaksanaan teknis daerah di kota binjai, disebutkan bahwa “ melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat dalam hal membuang sampah serta pemanfaatan 

sampah. Maka dari itu Agar mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemerintah 

kota khususnya kota dinas lingkungan hidup dalam menjalankan wewenangnya 

dan peraturan walikota yang telah di terapkan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif serta analisis 

data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliput strategi, 

program dalam sisitem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran 

yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan. Adapun teori yang saya 

gunakan yaitu teori tachjan ( 2006 ) yang dimana dari segi tingkat keberhasilan 

suatu implementasi yaitu adanya tindakan, adanya unsur pelaksana, adanya 

program yang di laksanakan, target group atau kelompok sasaran. Hasil penelitian 

ini menunjukan  bahwa kebijakan peraturan walikota binjai dalam rangka 

memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ) pengelolaan sampah 

di kota binjai belum terimplementasi, Hal ini dapat di buktikan dari program yang 

telah ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup yaitu peraturan walikota kota binjai 

tentang tugas pokok dan fungsi Uptd dalam pengelolaan sampah yang belum 

berjalan dengan baik. masih adanya sampah bertebaran di tepi jalan kota, 

kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program Uptd, kurangnya 

komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. 

 

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Tugas Fungsi 

Dan Pokok. 
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BAB l  

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kota Binjai merupakan daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, 

Namun tidak terlepas dari sampah. Sampah ialah salah satu masalah pokok yang 

muncul akibat dari adanya aktivitas manusia. Semakin bertambahnya populasi 

manusia yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia yang juga 

meningkatkan sisa dari hasil aktivitas manusia itu sendiri. Sampah pada dasarnya 

merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak mempunyai 

nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi negatif karena 

memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar. Dalam rangka mewujudkan 

pengelolaan sampah yang baik merupakan tujuan dari penerapan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa kegiatan pengelolaan 

sampah terbagi menjadi dua kegiatan yaitu, pengurangan sampah dan penanganan 

sampah. Pengurangan sampah yakni kegiatan pembatasan timbulan, pendauran 

ulang, dan pemanfaatan kembali. Penanganan sampah ialah kegiatan pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

Unit Pengelola Sampah Terpadu merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah  

( UPTD ) Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengolahan sampah 

terpadu. Unit Pengelola Sampah Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang



2 

 

 

 

dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu pada Dinas atau Badan Daerah yang tugas dan fungsinya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD 

maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-

masing. Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas. Peranan daerah dalam mensukseskan kebijakan pemerintah 

dalam Pengelolaan sampah dilanjutkan oleh daerah dengan mengoptimalkan 

kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) yang disesuaikan dan diatur 

dalam pemerintah daerah di setiap kabupaten\kota seperti yang ada pada Peraturan 

Walikota binjai nomor 7 tahun 2018 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis 

daerah ( UPTD ) pengelolaan sampah dan tempat pemprosesan akhir pada dinas 

lingkungan hidup kota binjai.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengolahan Sampah dan Tempat 

Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pasal 5 ayat 2C, 

bahwa Kepala UPTD Pengolahan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan 

pengusaha dalam hal pembuangan sampah serta pemanfaatan sampah. Tetapi pada 

sisi lainnya, belum optimalnya kapasitas pengelolaan sampah yang dilakukan baik 

oleh masyarakat mau pun pemerintah daerah, seperti kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah contohnya mereka membuang 
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sampah di pinggir – pinggir jalan yang menganggu pengendara lain yang lewat di 

jalan tersebut. Bahkan membuat TPS ilegal di lahan kosong, adanya dampak 

lingkungan yang diakibatkan masyarakat yang belum tertib dalam membuang 

sampah ialah menimbulkan bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan, 

kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pendauran ulang sampah, dan 

pemanfaatan kembali sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. 

Usaha pemerintah kota binjai khususnya dalam bidang lingkungan hidup  yang 

salah satunya diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) yang 

ditujukan pada staf atau jajaran di Unit Pelaksana Teknis daerah ( UPTD ) di 

pengelolaan sampah. Tidak lain tujuan untuk mengoptimalisasikan sistem 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap pelaksana kebijakan pengelolaan 

sampah. UPTD dibentuk oleh pemerintah daerah dan berada di bawah naungan 

dinas lingkungan hidup, seperti Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang telah ditetapkan oleh dinas terkait untuk mencapai target pembangunan 

daerah. UPTD bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

dan menyampaikannya kepada dinas terkait dan pemerintah daerah. Laporan ini 

mencakup pencapaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan 

struktur yang terorganisir dan fungsi yang jelas, UPTD berperan penting dalam 

memastikan pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan 

lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi Pada kenyataannya pada 

Peraturan Walikota binjai nomor 7 tahun 2018 Tentang pembentukan unit 

pelaksana teknis daerah  ( UPTD ) pengelolaan sampah dan tempat pemprosesan 

akhir pada dinas lingkungan hidup kota binjai. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 

Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah ( 

UPTD ) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota 

Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan  Tugas Unit 

Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD) Pengelolaan Sampah Di kota Binjai. 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Binjai 

Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan  Tugas Unit Pelaksana 

Teknis Daerah ( UPTD) Pengelolaan Sampah Di kota Binjai. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi : 

1.  Kepada Kepala UPTD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan Implementasi 

Memaksimalkan Tugas UPTD dalam Pengelolaan Sampah. Hasil 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan tugas UPTD pengolahan sampah dikota 
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binjai, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program 

yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. 

2. Kepada Warga binjai, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang Implementasi Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan 

Sampah. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran warga 

binjai tentang pentingnya menaati suatu larangan yang telah di 

tetapkan pemerintah sesuai peraturan wali kota nomor  7 tahun 2018. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian 

selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang 

kebijakan publik dan lingkungan masyarakat. 
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BAB ll 

  URAIAN TEORITIS 

2.1  Implementasi 

2.1.1  Pengertian Implementasi   

Menurut Grindle (1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses 

implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, 

program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk 

mencapai sasaran. 

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi merupakan kegiatan administrative 

yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak 

diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

mengandung logika top-down, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau 

menafsirkan alternative-alternatif yang mash abstrak atau makro menjadi 

alternative yang bersifat konkrit dan mikro.” 

Menurut Mazmanian (2007:49), Menyebutkan bahwa implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau badan peradilanlainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan 

masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 

implementasinya. Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan – 
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tindakan individu atau pejabat pemerintahan atau sektor swasta yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Upaya dan tindakan tersebut harus bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan 

menyeluruh. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu kebijakan umum berisi tindakan administrasi 

yang telah di tetapkan publik tetapi bersangkut paut dengan mekanisme-

mekanisme politik yang pada umumunya memiliki tujuan dalam  meneliti pada 

program atau sasaran yang lebih tersususn agar penelitian mencapai pokok 

sasaran, sehingga memeiliki hasil yang sesuai pada pokok pokok permasalahan 

kebijakan itu sendiri.  

2.1.2 Implementasi kebijakan  

Dalam mengkaji suatu kebijakan terdapat aspek yang penting, yaitu 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting 

dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan 

merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan 

dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses yang kompleks. 

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan, bahkan Udoji (1981:32) yang dikutip oleh Wahab dengan tegas 

mengatakan bahwa: “The execution of policies is as important if not more 

important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file 
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jackets unless they are implemented.” (“pelaksanan implementasi kebijakan 

adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih pebting daripada 

pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus 

yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Seperti halnya 

pengertian kebijakan, maka terdapat banyak sekali pengertin tentang implementasi 

kebijakan yang dipaparkan oleh para ahli sesuai sudut pandang masing-masing. 

Adapun pengertian Implementasi kebijakan menurut Wahab (2008:65) 

merumuskan proses implmentasi kebijakan sebagai berikut: “Suatu tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan”.  

Seiring dengan definisi di atas, wahab (2008:65) juga membatasi 

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan 

sebelumnya,  

maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau 

kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber- sumber yang ada (dana, 

SDM, kemampuan organisional) setelah suatu program ditetapkan, dimana 

tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan- tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya tercapai. 
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2.1.3  Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 

implementasi kebijakan publik dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari 

program, ke proyek dan ke kegiatan.  

Menurut Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik 

bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya 

suatu kebijakan tertentu”. 

Menurut Harsono (2002:27) Impelemtasi kebijakan publik adalah suatu proses 

dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan 

kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program. 

 Waluyo (2007:50), implementasi kebijakan publik  merupakan terjemahan 

kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaanpertanyaan umum 

yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional 

(program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.  

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, 

khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program 

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya 

berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 
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masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.  Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

Adapun makna implementasi kebijakan publik menurut Wahab (2008:65), 

mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan 

atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi 

kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

2.1.4 Faktor – faktor implementasi kebijakan  

Adapun Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut teori Edward III (dalam Agustino, 



11 

 

 

 

2006:149) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: 

(1)komunikasi;  (2)sumber daya;  (3)disposisi; (4)struktur birokrasi; faktor ini 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan . Dapat juga dikatakan bahwa 

panduan atas kerja dinas lingkungan hidup adalah konvensi/kesepakatan 

bersama, Agar tidak terjadi pemecahan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

ataupun pemecahan penanngung jawab. 

2.1.5 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan 

Adapun suatu komponen yang telah di ungkapkan dalam teori Tachjan 

(2006:26)   menjelaskan   tentang unsur-unsur dari  implementasi   kebijakan   

yang mutlak yaitu : 

a.  Adanya unsur  pelaksana 

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang 

dijelaskan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan 

merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari 

penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan 

kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, 

penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, 

pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. 

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan 

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan 

yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program 

atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu. 
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c. Target Group Atau Kelompok Sasaran 

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau 

organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang 

akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.  

d. Faktor lingkungan yaitu fisik, sosial, budaya dan politik 

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup orhanisme yang ada di dalamnya. Antar makhluk 

hidup saling berinteraksi dan menggantungkan agar siklus hidup dalam 

lingkungan dapat terus berjalan . 

 2.2 Kebijakan  

2.2.1  Pengertian Kebijakan 

Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan sebagai hipotesis yang 

mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. 

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain 

misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor 

bukan pemerintah.  

Pendapat Wahab, (2004:3) merumuskan kebijakan  sebagai langkah tindakan 

yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan 

dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena 

itu, kebijakan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja 

dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di 

hadapi. 
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Kebijakan menurut pendapat  Wahab, (2004:3) bahwa: “Kebijakan adalah 

suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” 

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan adalah mengenai perwujudan 

“tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu 

juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang 

sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli 

yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh 

pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.  

 2.2.2  Pengertian kebijakan publik  

 Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai 

definisi. Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain: menurut Dye 

Dwiyanto Indiahono  (2009:17) kebijakan publik adalah Whatever government 

choose to do or not to do. Maknanya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik 

yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan 

tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama,bahwa kebijakan 

haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung 

pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.  
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Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. 

Pasolong (2008:16) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip 

tertentu. Peran penting dari kebijakan publik adalah untuk membuat masyarakat 

menjalani kehidupan yang lebih baik dengan cara menyediakan pelayanan publik 

untuk menjaga pemerataan distribusi barang dan jasa secara signifikan. Hal 

tersebut dianggap sebagai mekanisme untuk membangun sosial-ekonomi dan 

prosedur untuk menentukan masa depan pemerintahan suatu sosial. 

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik 

atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya 

tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang 

dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 
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2.2.3 Faktor-Faktor kebijakan publik 

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang 

turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan 

kebijakan sering terjadi kesalahan umum. 

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan menurut 

Suharno (2010:53). Yaitu (1)Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar; 

(2)Adanya pengaruh kebiasaan lama; (3)Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; 

(4)Adanya pengaruh dari kelompok luar; (5)Adanya pengaruh keadaan masa lalu; 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah 

pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. 

Misalnya,orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya 

kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.  

2.3 Defnisi UPTD 

2.3.1 UPTD 

UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan di daerah tertentu. UPTD merupakan 

bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, 

seperti mendidik, mengurus, dan memperbaiki sarana dan prasarana publik. 

UPTD biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. 

Sebagai contoh, di daerah perkotaan biasanya dibentuk UPTD yang 

menangani masalah kebersihan dan pengelolaan sampah. 
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      UPTD bekerja berdasarkan sistem hierarki, di mana UPTD terdiri dari 

beberapa unit kerja yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Setiap unit 

kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, dan setiap unit kerja juga 

memiliki staf yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

UPTD juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti dinas-

dinas terkait dan pemerintah kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh UPTD sesuai dengan aturan dan 

peraturan yang berlaku. 

2.3.2 Tugas dan Fungsi UPTD 

UPTD memiliki beberapatugas dan fungsi penting diantaranya ialah : 

a. Menyelenggarakan pelayanan publik  

b. Menyediakan sarana dan prasarana publik 

c. Mendidik dan melatih masyarakat 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  

e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. 

2.4 Pengelolaan 

2.4.1 Definisi pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara 

umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik 

berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga 

diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan 



17 

 

 

 

kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.  

Menurut GR Terry, pengertian pengelolaan adalah proses khas yang terdiri 

atas tindakan-tindakan perencanaan , pengorganisasian, pergerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya. Sementara itu Toner mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu 

organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. dari beberapa pengertian di atas tentu bisa 

disimpulkan tujuan pengelolaan adalah untuk mendapatkan sesuatu dengan nilai 

yang lebih baik dengan cara mengerahkan usaha-usaha. 

2.4.2 Ciri-Ciri dan manfaat pengelolaan 

     Pengelolaan merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik 

organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan 

pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi 

persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, 

integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat 

keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan 

pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, 

organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta 

memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. 

 



18 

 

 

 

2.5 Pengawasan 

2.5.1  Defenisi pengelolaan 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

Melalui pengawasan maka diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 

efektif dan efisien. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan secara efektif dan efisien. 

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan 

pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut. 

2.5.2 Ciri-ciri Pengawasan 

Pengawas yang melakukan tindakan pengawasan secara preventif memiliki 

tujuan tertentu yaitu mencegah adanya suatu kegiatan yang termasuk menyimpang 

dari acuan. Biasanya kegiatan pengawasan preventif ini dilakukan oleh pengawas 

yang bertugas sebelum melakukan kegiatan yang dimaksud. Pengawasan 

berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam 

sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 
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untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah 

digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek 

perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan 

bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

2.6 Sampah 

2.6.1 Defenisi Sampah  

Pengertian sampah pada umumnya merupakan sisa atau hasil dari kegiatan 

manusia sehari-hari yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Dapat ditemui di berbagai 

tempat dengan jenis dan wujud yang berbeda-beda. Sampah organik dan anorgaik 

adalah 2 jenis sampah yang sering dibahas pada umumnya. Lalu berdasarkan UU 

nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, 

berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat 

terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 

       Menurut World Health Organization atau WHO selaku badan kesehatan 

dunia, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah 

tidak digunakan lagi dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang 

ingin dibuang. Sederhananya, benda yang tidak disenangi dan dibuang ke alam 

adalah sampah. Seperti telah disebutkan, bahwa sampah bisa berwujud padat, cair, 

hingga gas. Sampah juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil industri, 

rumah sakit, pertanian, peternakan, pasar, perkebunan, dan berbagai tempat 

lainnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta dan dan digunakan untuk membedah 

suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. 

Sedangkan menurut Nazir (2003: 52) menjelaskan metode deskriptif adalah 

adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Menurut Saryono (2010:3), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, 

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan 
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penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan 

teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.  

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam. 

Studi deskriptif  kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara 

lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau 

peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana 

penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan 

kondisi masa sekarang. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya 

menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan 

kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 

penulis untuk mendapatkan data yang objektif. 

3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai 

Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalama Rangka 

Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai 
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                                  Gambar 3.1 KERANGKA KONSEP 

3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak 

menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat 

perhatian ilmu – ilmu social dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan 

keadaan suatu kelompok atau individu tertentu berkaitan dengan hal itu, maka 

dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan  adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan 

mengerahkan seluruh sumber- sumber yang ada (dana, SDM, 

kemampuan organisional) setelah suatu program ditetapkan, 

Terwujudnya tujuan dan 

perwal nomor  7 tahun 

2018, sehingga dapat 

dilakukan secara efesien 

untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan yang 

bebas sampah  dan 

kesehatan masyarakat 

secara keseluruhan dan  

Untuk memaksimalkan tugas 

pokok dan fungsi  kinerja 

pegawai di dinas lingkungan 

hidup kota binjai 

melaksanakan sosialisasi 

kepada masyarakat dan 

pengusaha dalam hal 

pembuangan sampah serta 

pemanfaatan sampah 

Perwal No 7 tahun 2018  
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dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau 

tujuan- tujuan yang telah ditetapkan yang  sebelumnya tercapai. 

2. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan 

tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi 

kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya 

tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang 

mengikat dan memaksa. 

3. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah merupakan suatu program yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di 

daerah tertentu. UPTD merupakan bagian dari struktur organisasi 

pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas-

tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti mendidik, 

mengurus, dan memperbaiki sarana dan prasarana publik. 

4. Pengelolaan sampah merupakan suatu fungsi kerja yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk 

Memelihara kebersihan kota sehingga dapat meningkatkan kualitas 

perkotaan serta Melakukan upaya untuk memanfaatkan sampah 

sebagai sumber yang potensial.  

 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi penelitian merujuk pada proses mengelompokkan penelitian 

berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu guna memahami perbedaan dan 
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kesamaan antar studi. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan 

memahami variasi dalam pendekatan, metode, dan tujuan penelitian. Subyek 

penelitian ini melibatkan pengelolaan sampah serta pemangku kebijakan terkait 

dengan implementasi peraturan walikota dalam rangka memaksimalkan tugas 

Unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah diKota Binjai  dapat 

dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu: 

a. Adanya Kebijakan 

Untuk mencapai implementasi Peraturan walikota tentang pengelolaan 

sampah yang efektif di Kota Binjai, diperlukan kebijakan yang ideal yang 

mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi dan Edukasi yang Komprehensif, 

Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Penyediaan Sarana dan 

Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan Semua Pihak. 

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan implementasi 

peraturan walikota binjai dalam pengelolaan sampah di Kota Binjai dapat 

berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan 

nyaman bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini harus 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Binjai.  

b. Adanya Kelompok Sasaran  

Penerapan Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah sampah 

di Kota Binjai. Membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau berbagai 

kelompok sasaran. Penting untuk diingat bahwa setiap kelompok sasaran 

memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi 

edukasi dan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau setiap kelompok 
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sasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. 

Dengan pendekatan yang komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan 

implementasi Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah di Kota 

Binjai dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih 

sehat dan nyaman bagi masyarakat. 

c. Adanya Organisasi Pelaksana  

Adapun beberapa organisasi yang berperan dalam Implementasi Peraturan 

walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai di Dinas 

Lingkungan hidup dengan Satuan anggota UPTD Dinas Llingkungan hidup, 

Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. 

d.  Adanya Faktor Lingkungan  

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi Implementasi 

Peraturan walikota binjai tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai adalah 

Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Ketidak tegasan Penegakan Hukum, 

Sarana dan Prasarana yang Tidak Mendukung, Kebiasaan dan Budaya 

membuang sampah sembarangan dan kurangnya gerakan go green dan Faktor 

Ekonomi. 

 Dengan menggunakan teori tachjan, peneliti dapat melihat Peraturan 

walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah di Kota Binjai dari berbagai 

perspektif. Peneliti dapat juga melihat bagaimana kebijakan ideal dirumuskan 

dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintahan. Peneliti juga 

dapat melihat bagaimana kelompok sasaran kebijakan menanggapi kebijakan 
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tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat memahami faktor-faktor lingkungan 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dengan ini peneliti dapat 

menghasilkan skripsi yang lebih komprehensif dan informatif tentang 

Peraturan walikota (perwal) tentang pengelolaan sampah . 

3.5 Informan  

 Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai 

pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya 

berkaitan dengan sifat kelembagaan, masyarakat. Selanjutnya informan penelitian 

ditentukan dengan metode Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlanya kecil kemudian membesar. Informan dalam penelitian 

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi key informan adalah 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, informan lainnya. Bidang pengelolaan sampah 

Kota Binjai sebagai bidang yang melaksanakan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah 

Di Kota Binjai yang tediri dari : 

a. Kepala bidang pengelolaan sampah 

b. Pegawai bidang pengelolaan sampah 

c. Masyarakat 

 Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah : 
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1. Informan  

a. Nama  : Rukun S.Pd, MM 

b. Jabatan  : Ketua UPTD  

a.  Nama  :  Fahmi S Tarigan, MKM 

b. Jabatan  : Staf Administrasi dan keuangan UPTD PS TPA 

a. Nama   : Hendra 

b. Jabatan   : Anggota UPTD pengelolaan sampah masyarakat  

            a.   Nama    : Hargianto 

            b.   Jabatan   : Masyarakat 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian 

dan melalui data yang diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara 

secara langsung maupun melalui observasi di lapangan mengenai tugas 

UPTD Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah  teknik pengumpulan data yang menggunakan 

sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, seperti: 
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a. Publikasi pemerintah 

Publikasi pemerintah seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, 

dan laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder 

yang penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau 

dengan biaya yang relatif terjangkau. 

b. Publikasi ilmiah 

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan 

sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya 

ditulis oleh para ahli di bidangnya dan dapat memberikan informasi 

yang akurat dan terkini.   

c. Situs web 

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan 

dapat diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web 

dapat berupa data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data 

kualitatif, seperti data berita dan opini. 

3.7  Teknik Analisis Data  

Miles dan Hunberman dalam Sugiyono, (2017:42) mengemukakan bahwa 

aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung 

secara terus menerus. Analisis data kualitatif adalah analisis data interaksi yang 

meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

a.  Reduksi Data (data reduction)  

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang 
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telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang 

lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian dicari tema atau polanya melalui proses 

penyuntingan, pemberian kode dan pentablean. Reduksi data ini 

dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

b.  Penyajian  Data (data display)  

Penyajian data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif, data dan informasi yang telah diperoleh dilapangan 

dimasukkan kedalam suatu teks. Dalam penelitian ini peneliti 

menuliskan data yang direduksi. Penyajian data dimaksudkan agar 

memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu sehingga kelihatan bentuk yang lebih 

utuh. 

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya mash bersifat 

remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang 



30 

 

 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti: vang kuat mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya Verifikasi dalam penelitian ini 

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari data a 

yang dikumpulkan, dan dapat menarik kesimpulan tentang apa yang 

diteliti. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi dan Penelitian ini akan dilakukan di Dinas lingkungan hidup 

Kota Binjai. Waktu penelitian direncanakan  awal bulan Agustus. lokasi Dinas 

lingkungan hidup kota Binjai. 

 

3.2 Gambar Denah lokasi Dinas Lingkungan Hidup  
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3.9  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 

3.3 Gambar peta Kota Binjai 

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 

Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah 

Di Kota Binjai. Fokusnya mencakup persepsi masyarakat, tingkat kepatuhan, dan 

efektivitas pengawasan. Kota Binjai adalah salah satu kota di Provinsi 

Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat Ibu kota 

Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Sebelum berstatus kota, Binjai 

adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta 

Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Jumlah penduduk Kota 

Binjai sebanyak 279.302 jiwa pada tahun 2021, dengan kepadatan 3.095 jiwa/km², 

dan pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 305.977 jiwa. Letak geografis Binjai 

03°03'40"–03°40'02" LU dan 98°27'03"–98°39'32" BT. Ketinggian rata-rata 

adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km 

dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan 

oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan Binjai yang panjangnya 22 km, 
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9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada 

dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam 

wilayah Kota Binjai. 

3.10 Struktur organisasi Dinas lingkungan hidup kota Binjai  

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara 

individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan 

dalam bagan organisasi. Bagan Organisasi ini akan memperlihatkan garis-garis 

besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan 

wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu 

tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan 

oleh individu- individu dari kelompok dalam mencapai tujuan.yang telah 

dilaksanakan. Adapun struktur organisasi yang dimiliki sebagai berikut:  

3.4 Gambar Struktur Dinas Lingkungan Hidup 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

Bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian 

di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara 

yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi 

penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif 

yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para 

narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik 

kesimpulannya. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data 

sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti 

melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk 

mengetahui prosedur yang dilakukan oleh dinas perhubugan kota medan dalam 

implementasi peraturan walikota binjai Dalam rangka memaksimalkan tugas 

unit pelaksana teknis daerah (uptd) pengelolaan sampah di kota  binjai. Sebelum 

menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut 

alternative jawaban yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini berjumlah 3 

orang, tiga (2) orang dari pihak UPTD, satu orang dari Masyarakat pengawai 

UPTD. 

Dalam hal ini  membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari 

hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data 
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yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber 

sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara 

langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kota Binjai , yaitu kantor 

kepala UPTD kota Binjai. 

4.4.1 Deskripsi Hasil wawancara  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, 

maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data 

sebagai berikut : 

Dalam mengamati implementasi kebijakan, tindakan administratif sering kali 

dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Proses pelaksanaan baru akan 

dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah disusun, 

dan pendanaan telah siap serta dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak swasta (organisasi), baik individu maupun kelompok, untuk 

mencapai suatu tujuan. Penerapan peraturan walikota dalam rangka 

memaksimalkan tugas UPTD pengelolaan sampah yang telah di terapkan dari 

tahun 2018. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut 

masih belum efektif. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Tachjan 

untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 

2018 tentang pengelolaan sampah di kota Binjai. Teori ini meyakini bahwa ada 

empat faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berhasil, yaitu 
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adanya unsur pelaksana,  kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor 

lingkungan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling 

mempengaruhi dan berinteraksi sehingga menimbulkan kondisi munculnya 

konflik  dan memberikan tekanan yang diperundingan antara perumus dan 

pelaksana yang pada akhirnya dapat membentuk lembaga-lembaga baru Tetapi 

juga melayani sebagai umpan balik untuk mengurangi ketegangan ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan data 

meliputi aspek-aspek yang terkait dalam kategosasi penelitian sebagai berikut : 

A.  Adanya unsur pelaksana 

Dalam menjalankan program pengelolaan sampah yang ada di Kota Binjai 

maka dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang menaungi dan menjadi acuan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Peneliti menanyakan kepada informan 

mengenai rancangan kebijakan yang menaungi program banksampah dan 

satgas sampah serta turunan regulasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota 

Binjai. 

Dari hasil wawancara diperoleh  keterangan bahwa belum ada peraturan 

daerah yang menetapkan pidana hukum ini hanya sebagai peraturan walikota  

pendukung namun, Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 

2024 pukul 10:00 wib dengan  Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps dan TPA 

di Dinas lingkungan hidup dalam rangka memaksimalkan tugas  UPTD 

pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan  Apa yang menjadi 

kendala dalam mencapai tujuan mengenai Peraturan daerah No 7 tahun 2018 
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dalam rangka meningkatkan kinerja UPTD dalam dinas lingkungan hidup di 

kota Binjai  yang di inginkan UPT pengelolaan sampah dan TPA?  

“Sekarang gini nya kita itu dalam tentang pengelolaan sampah kita punya 

basic dan dasar, dasar itu namanya kebijakan strategi daerah pengelolaan 

sampah rumah tangga dan segala jenis sampah rumah tangga dan itu bisa 

dilihat di internet strada kota binjai, disitu ada penelitian jurnal nya juga itu 

penelitian saya sendiri yang mendukung nanti yang tentang pengelolaan 

sampah di kota binjai, jadi kalau untuk hambatan namanya sampah itu salah 

satu pekerjaan yang sulit itu adalah mengubah pola pikir manusia jadi untuk 

pengelolaan sampah itu sama saja dengan mengubah pola pikir manusia, 

tetapi bagaimana cara mengubah pola pikir manusia supaya sampah itu bisa 

di manfaat kan dengan baik sehingga di TPA itu sulit, jadi hambatan 

pengelolaan sampah itu ya di pola pikir manusia itu, pola pikir masyarakat 

itula yang utama paling sulit mengubah nya, jadi hambatan tersulit untuk 

pengelolaan sampah di kota binjai jangan kan di kota binjai di indonesia 

sendiri lah, jadi kendalanya itu tadi di sdm nya jadi sdm ini tidak semuanya 

memadai gitu “ 

Selain itu , apakah adaa Di dalam ofektiv pengelolaan sampah ini terdapat 

program kinerja pengelolaan sampah nya ga pak?  

“ada” 

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanakaan kebijakan 

tersebut terdapat penghambat dalam mengimplementasikanya pak ? 
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“jadi disposisi itukan arahan arahan dari pimpinan jadi dari bapak ini 

hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke 

mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang memahami  dia yang 

menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena 

disposisinya lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan 

mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing .Jadi kami itu 

bergerak berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd 

pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota binjai 

nomor 26 tahun 2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua 

segala macam disitu”. 

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memeperoleh 

informasi bahwa unsur pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para 

pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan pengelolaan 

sampah sudah cukup maksimal, walaupun masih ada juga aparatur dan petugas 

lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada..    

B. Adanya Program yang dilaksanakan  

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang 

berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat 

diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang 

bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan 

adalah implementasi program Hal ini seperti dikemukakan atau Program-

program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan 

mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut 
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tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh 

pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber 

daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang 

harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Seperti halnya 

dalam manajemen pengelolaan sampah di Dinas lingkungan hidup kota Binjai .  

Apakah peraturan walikota  No 7 tahun 2018 ini mengenai UPTD 

pengelolaan sampah yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk saat ini 

berjalan sesuai dengan yang di tetapkan dan  Apa rencana upt pengelolaan 

sampah ini untuk kedepannya untuk memastikan publik ini terus tercapai dan 

berkembang?  

Dari hasil wawancara diperoleh  keterangan bahwa belum ada peraturan 

daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah 

pendukung namun , Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 

2024 pukul 10:00 wib dengan  Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps dan TPA 

di Dinas lingkungan hidup  dalam rangka memaksimalkan tugas  UPTD 

pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan . 

“dapat kita lihat sendiri bahwasannya peraturan tersebut sudah ditetapkan 

dan berjalan namun masih kurangnnya sarana maupun prasarana yang di 

tetapkan oleh pihak dinas baik dan segi tenaga kerja jadi, kedepannya kita 

buat program terus tetap buat kita kalau di pemerintahan ini. rencana kerja itu 

kita tetap buat setiap tahunnya  yang harus kita lakukan kita tetap buat rumah 

kompos, tetap buat ini segala macam itu tetap buat cuman mungkin saat ini itu 
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belum menjadi prioritas gitu masih ada protes protes yang lain yang harus di 

selesaikan jadi itu belum ada di prioritas belum di prioritaskan menurut saya, 

tapi seadanya aja sekarang kami masih berjalan kok back sampah itu tetap 

berjalan.” 

Sedangkan menurut Bapak Fahmi S Tarigan, MKM selaku Staf Administrasi 

dan keuangan UPTD PS TPA bahwasnnya: “ dinas lingkungan hidup, dinas 

kesehatan,dinas sosial, dan juga sebenarnya dinas pariwisata  juga ikut dalam 

melestarikan go green yang dimana kota yang bebas akan sampah , limbah 

dsb. Sebenernya dalam hal ini hanya saja harus adanya gerakaab pemerintah 

dalam bersoisalisasi kepada masyarakat bagaimana dalam menabgani 

berbagai jenis sampah agar timbulnya suatu motivasi dari diri sendiri agar 

lebih baik mengutip dari pada membuang sembarangan. Jika suatu saat mulai 

satu persatu masyarakat menjaga kebersuhan maka semakin lama akan 

menjadi habbit baru untuk masyarakat”. ( hasil wawancara di dinas lingkungan 

hidup kota Binjai 8 Agustus 2024).  

Kalau boleh tau bisa ceritain ga pak program apa saja yang terlibat dalam 

teknis pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota Binjai dan tujuan 

dari masing masing program apa saja yang dilakuin UPTD? 

Dari hasil wawancara diperoleh  keterangan bahwa belum ada peraturan 

daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah 

pendukung namun, Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 

2024 pukul 10:00 wib dengan  Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps dan TPA 
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di Dinas lingkungan hidup  dalam rangka memaksimalkan tugas  UPTD 

pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwa “Jadi dalam 

menjalankan kebijakan peraturan tersebut kami telah membuat progra namun,  

program itu sudah berjalan sejak tahun 2000, UPTD ini kan terbentuk tahun 

2017  jadi di 2018 itu kami sudah punya program nama program yang pertama 

itu  mengutip sampah, kedua  lubang viewpoint, ketiga rumah kompos, ke 

empat pembuatan eco break dma banyak lagi, jadi itu terus berjalan, kemudian 

di tahun 2020 itu terkena covid jadi beberapa anggaran itu di prioritaskan 

sebagai covid, jadi program program itu tidak berjalan lagi, tapi yang sampai 

saat ini berjalan itu paint sampah , paint sampah ini tidak dikami lagi mereka 

sudah pindah ke bidang sebelah namanya PKL, PKL ini kualitas lingkungan 

karena dia angkat sampah itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan jadi mereka pengendali kualitas lingkungan, jadi mengutip 

sampah itulah salah satu program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan 

pengendalian kualitas lingkungan, kalau untuk di TPA pengelolaan sampah 

kita hanya berdasarkan dari TPA kita ada disitu rumah kompos tapi tidak juga 

berjalan karena beberapa waktu yang lalu mesin kita itu dicuri jadi gabisa lagi 

berjalan, dulu kita itu punya mesin mesin nya itu pecacak sampah jadi sampah 

organik itu di kumpulkan di cacak disana jadi kompos tapi sekarang gak ada 

lagi, kemudian sampai saat ini pengelolaan sampah itu hanya pengelolaan 

sampah di TPA dengan cara sistem pertholenfield itu aja dia untuk 

pengelolaan sampah.”. 

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada bapak hendra selaku anggota  



 

 

41 

 

bahwasannya Berarti kalau kendala atau tantangan yang dihadapi untuk 

melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu? “ Kalau untuk 

kendala itu banyak juga tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini 

masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya juga kita kurang 

sdm yang mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang 

ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan pemerintah tapi karena 

mungkin itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak 

hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang sekarang ini dibuat ya itu tadi, 

program back sampah setiap hari rabu dan jumat”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 dengan  Pak 

hargianto masyarakat di sekitar di Dinas lingkungan hidup Kota Binjai dengan 

pertanyaan, Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam 

pengawasan penanggulangan yang dilakukan. Menurut beliau, upaya yang 

dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut 

ialah lebih mengenalkan program-program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate 

pemberitahuan ataupun informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja 

yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat 

juga turut serta agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah 

dilakukan oleh Unit pelaksana teknis daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Binjai. 

    Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memeperoleh 

informasi bahwa program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik 
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dan telah adanya standar operating procedur (SOP) namun untuk 

pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur 

(SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda 

tentang pengelolaan sampah di kota Binjai sudah jelas. Program dalam suatu 

kebijakan sangat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijakan. 

C.  Target group atau kelompok sasaran  

Target group dalam perwal tdalam meningkatkan kinerja UPTD  

pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup kota Binjai adalah bagian dari 

policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi 

sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Kelompok ini menjadi 

sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan 

pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Dari hasil 

wawancara diperoleh keterangan bahwa belum ada peraturan daerah yang 

spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung namun , 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 pukul 10:00 wib 

dengan  Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps dan TPA di Dinas lingkungan 

hidup  dalam rangka memaksimalkan tugas  UPTD pengelolaan sampah di Kota 

Binjai Ia menyampaikan bahwsannya “ benar yang utama nya itu di masyarakat 

itu sendiri dulu ada namanya gerakan pilah sampah itu tahun 2019 kalau saya 

gak salah gerakan pilah sampah itu kita buat itu kita bagikan ke nbr yang 

tertutup jadi yang organik sama yang anorganik nanti anorganik nya itu dibuat 

disetor ke kelurahan di kelurahan itu dibuat back sampah kita berdaya ke 

masyarakat disitu terus lambat laun namanya juga sampah itukan kalau dia 
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dibuat pas untung kalau enggak ya gak untung namanya sampah itukan emang 

kita gabisa makan dari situ kan kecuali yang kayak udang udang besar itu kan, 

kalau untuk yang kecil ini kan gabisa kita makan dari situ itukan hanya sebagai 

untuk sampingan jadi ya lama lama biar sampah nya tertutup juga, jadi 

program nya pun gak jalan juga terus dihambat, jadi dulu banyak program tapi 

dihambat covid ini semua nya hancur karena kan kita gak bisa tatap muka jadi 

kayak back sampah pun dulu kenak covid tutup rumah kompos tutup gaboleh 

kerumah rumah, warga warga pun takut kita datang kan, jadi sampai sekarang 

belum ada pembangunan lagi untuk program terus kami pun karena sudah 

tercepah kami hanya mengurusi untuk kompos sedangkan back sampah sudah di 

urusi oleh bidang kualitas lingkungan “.  

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 

pukul 10:00 wib dengan  Hendra TPA di Dinas lingkungan hidup  dalam rangka 

memaksimalkan tugas  UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia 

menyampaikan bahwsannya 

“Saya sebagai anggota  hanya dapat menjalankan pengangkutan bak 

sampah dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk 

perihal program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang 

paham saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”. 

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 agustus 2024 

dengan  Hargianto di sekitar TPA di Dinas lingkungan hidup  dalam rangka 

memaksimalkan tugas  UPTD pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia 

menyampaikan bahwsannya 
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“Saya sebagai anggota  hanya dapat menjalankan pengangkutan bak sampah 

dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk perihal 

program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang paham 

saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”. 

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memeperoleh 

informasi bahwa  untuk mencapai Keberhasilan dalam  proses implementasi 

kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika 

kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil. 

D. Faktor lingkungan sosial budaya dan politik 

Faktor lingkungan  yang mempengaruhi implementasi Peraturan walikota 

tentang teknis  UPTD dalam pengelolaan sampah adalah unsur-unsur di dalam 

lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, 

sosial, ekonomi, dan politik. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa 

belum ada peraturan daerah yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan 

daerah pendukung namun , Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 8 

agustus 2024 pukul 10:00 wib dengan  Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps dan 

TPA di Dinas lingkungan hidup  dalam rangka memaksimalkan tugas  UPTD 

pengelolaan sampah di Kota Binjai Ia menyampaikan bahwsannya 

“Point point dari pengelolaan sampah ini sumber daya  kurang bahwa kondisi 

ekonomi sosial politik itu memengaruhi kenapa kondisi ekonomi sosial politik 

kondisi ekonomi pegawai setiap orang kan beda beda ada yang janda anaknya 4 

gtu istilahnya dia gak terpikir untuk kerja dulu gitu dia tapi dia mau set job lagi 
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yang lain kan gitu itu kan berpengaruh terhadap peraturan peraturan yang 

dibuatkan seharusnya kan kita standby disini itulah dia”. Ujarnya.    

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Terkait hal yang harus dilihat 

supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan 

luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi 

serta politik yang tidak mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan 

memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan 

implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa 

adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. 

4.2 pembahasan 

Berdasarakan hasil penelitian maka penulis uraikan hasil dari wawancara 

terhadap Informan dengan para narasumber di Dinas UPTD kota binjai serta 

pegawai dinas terkait faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  penulis 

dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Adanya unsur pelaksana 

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

memeperoleh informasi bahwa unsur pelaksana berkaitan dengan tingkat 

kepatuhan para pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi 

kebijakan pengelolaan belum maksimal, walaupun masih ada juga aparatur 

dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang 

ada. Sedangkan kalau untuk insentif/reward diberikan bagi orang yang 

melakukan pengurangan sampah serta pengolahan sampah, belum ada 
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karena masih terkendala dengan anggaran biaya. Unsur para pelaksana 

dalam implementasi suatu kebijakan sangat menentukan akan keberhasilan 

suatu kebijakan. tachjan merujuk unsur pelaksana kebijakan yakni 

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, 

dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka parapelaksana 

kebijakan tidak cuma mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi mereka 

harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Mengacu pada 

penelitian ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur para 

pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai sudah cukup 

maksimal, para pelaksana kebijakan sudah mematuhi aturan-aturan yang 

telah ditetapkan dan telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan peraturan 

yang ada. walaupun, terkadang masih ada juga para pelaksana yang 

mengerjakan tupoksi di luar peraturan.  

Dengan adanya kebijakan publik dalam penelitian maka dapat kita 

Tarik Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

peneliti bahwasannya unsur pelaksanaan pengelolaan sampah kota binjai 

belum berjalan secara optimal dapat dilihat dari belum adanya penegakkan 

yang kondusif dan efesien seperti adanya reward performa kinerja 

terhadap pegawai, bukan hanya itu belum ada prosedur terbaru 

pengelolaan sampah yang dibuat hanya untuk melengkapi secara 

administrasi saja tetapi dalam pelaksanaan Tindakannya tidak dilakukan. 

2. Adanya program yang dilaksanakan  



 

 

47 

 

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

memeperoleh informasi bahwa program yang dilaksanakan telah 

terkoordinasi dengan baik dan telah adanya standar operating procedur 

(SOP) namun untuk pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi standar 

operating prosedur (SOP). Sedangkan untuk pembagian tugas dalam 

pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah di kota Binjai 

sudah jelas. Program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan dalam 

keberhasilan suatu kebijakan. Dimana walaupun sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan sudah memadai, para pelaksana sudah 

mengetahui apa yang akan dilakukan, serta adanya keinginan para 

pelaksana dalam melakukan kebijakan, namun meskipun semua itu telah 

terpenuhi namun jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi maka 

kemungkinan suatu kebijakan tidak akan terlaksana atau terealisasi. Faktor 

penghambat implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai 

Berdasarakan hasil wawancara yang telah dilakukan maka peneliti 

memperoleh informasi bahwa adapun yang menjadi faktor penghamabat 

dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di kota Binjai yaitu 

pertama, adanya unsur pelaksana kebijakan :  

Kurangnya penegakan hukum dalam kebijakan, terbatasnya SDM yang 

ahli di bidang persampahan, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada 

pengangkut sampah dan masih terbatasnya anggaran dana oprasional 

dalam pengelolaan sampah. serta kurangnya anggaran biaya untuk 

melakukan sosialisasi. program yang dilaksanakan : masih ada beberapa 
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petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak ksesuai dengan SOP 

yang telahditetapkan. Ketiga, kelompok sasaran : masih ada aparat yang 

melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada sehingga tujuan yang 

telah di tetapkan bersama tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam Implementasi 

kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai sudah mempunyai standart 

Operating Prosedur (SOP) yang jelas baik itu mekanisme dalam 

pelaksanaannya, sistem dan prosedur dalam pelaksanaannya, serta tupoksi 

dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh para pelaksana terkait 

kebijakan pengelolaan sampah.Namun untuk pelaksanaan di lapangan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti 

menemukan walaupun dalam pelaksanaan kebijakan sudah mempunyai 

Standar Operating Procedure (SOP) namun pada kenyataannya di 

lapangan masih ada para pelaksana/petugas yang belum sepenuhnya 

memenuhi standar operating prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

Sedangkan untuk penyebaran tanggung jawab kepada pelaksana kebijakan 

dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai telah 

disebarkan secara jelas dan sudah terstruktur dalam strukturorganisasi 

pelaksana sesuai dengan petunjuk teknis kebijakan yang dikeluarkan 

Bupati, dan struktur organisasi telah terkoordinasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai masih ada 

para pelaksana yang menjalankan menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai 

dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.  
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Pihak dinas lingkungan hidup telah berupaya untuk mengatasi masalah 

tersebut seperti berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pihak 

dinas lingkungan hidup  selalu memberikan arahan dan instruksi agar para 

pelaksanaan dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah di 

Kota Binjai  mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Tetapi seperti yang 

dapat kita lihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan masih belum 

adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah 

sembarangan, serta tidak adanya prosedur pengelolaan sampah yang dibuat 

hanya untuk sebagai formalitas ketentuan SOP ternyata dalam segi 

pelaksanaan tidak berjalanan. 

3. Adanya kelompok sasaran   

Selanjutnya, Indikator implementasi kebijakan menurut tachjan yaitu: 

adanya kelompok sasaran. Mereka orang- orang yang paling dipengaruhi 

oleh kebijkan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang 

diharapkan oleh pemerintah kota Binjai oleh perumusan kebijakan. 

Kelompok sasaran secara khusus dalam hal ini adalah masyarakat kota 

Binjai. tachjan  (2006:25). 

Kelompok sasaran adalah sekelompok orang dengan karakteristik, 

kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran strategi pemasaran 

suatu perusahaan. Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang 

terlibat diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model 

interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang 

diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang 
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ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika 

kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil. 

Apa yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau 

beradaptasi terhadap kebijakan yang diterapkan bergantung pada: 

a. Sejauh mana isi kebijakan sesuai dengan harapan mereka 

b. Karakteristik masing-masing kelompok sasaran seperti gender, 

tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan status sosial ekonomi, 

c.  Adanya komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementer) 

dan penerima manfaat kebijakan (target group), sehingga 

komunikasi yang buruk menjadi kelemahan implementasi 

kebijakan yang efektif. Kelompok sasaran yang terkait dengan 

penerapan peraturan walikota tentang tugas Uptd pengelolaan 

sampah di kota Binjai. 

Bedasarkan dari hasil wawancara dan observasi dalam penelitian 

terhadap tupoksi Uptd dapat kita simpulkan bahwa kurangnya kinerja 

sumber daya manusia. Peneliti menemukan informasi bahwasannya belum 

ada pengawai yang ditetapkan secara khusus untuk mengatasi pengelolaan 

sampah. seperti yang telah ditetapkan dinas lingkungan hidup. Pengawai 

yang bekerja tidak berjalan sesuai dengan porsinya yang dimana kinerja 

pegawai yang ditetapkan sebagai tugas menyapu sampah jalanan, 

mengangkut sampah  saja  merangkap untuk mengatasi persoalan sampah 
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tersebut seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak rukun serta inromasi 

yang kurang tersampaikan kepada masyarakat pengenai program 

pengelolaan sampah . 

4. Adanya faktor lingkungan,sosial,budaya dan politik 

Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan 

kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak 

mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan.  

Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan memberi syarat keadaan 

lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan implementasi suatu kebijakan 

tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya sumber daya yang 

dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya adalah salah 

satu faktor yang berarti dalam melakukan kebijakan publik. Sumber daya 

yang penting meliputi staf yang mencukupi serta keahlian - keahlian yang 

baik untuk melakukan tugas-tugas mereka, informasi,wewenang serta 

fasilitas yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pendapat pendapat diatas 

kertas agar bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik Sumber daya yang 

dibutuhkan dalam implementasi kebijakan itu meliputi sumber daya 

manusia, sumber daya keuangan/anggaran, dan sumber daya peralatan 

(gedung, peralatan, tanah, dan sebagainya). Tapi dari ketiga sumber daya 

tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia karena tanpa 

adanya manusia maka sumber daya – sumber daya yang lain tidak dapat di 
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dapatkan, tetapi sumber daya manusia pun harus cukup jumlah orang yang 

dibutuhkan dan juga mempunyai keahlian yang cukup. Seperti kurangnya 

tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, kurang ketertarikan para kader 

pengelolaan sampah, dan kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah. 

Selanjutnya kurangnya sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah, 

kurang optimalnya Pemerintah memberikan motivasi untuk memberdayakan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, anggaran dari APBD sangat minim, 

belum sadarnya masyarakat kota Binjai dalam menegakkan kebijakan 

pengelolaan sampah seperti penetapan membayar restribusi sampah. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarakan hasil penelitian maka 

penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan dengan para 

narasumber di Dinas UPTD kota binjai serta pegawai dinas terkait faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu belum maksimalnya 

kinerja pegawai yang di karenakan masih kurang nya Sumber daya manusia 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas 

serta kurangnya sarana maupun prasarana yang di tetapkan Dinas  terhadap 

bak angkutan ataupun masyarakat yang membuang sampah di sembarangan 

di kota Binjai. Belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya 

untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya 

tidak dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Binjai sudah memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang 

ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Binjai 
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BAB V 

PENUTUP   

5.1 Kesimpulan 

Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018  dalam   rangka 

memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelolaan sampah 

di Kota Binjai dapat disimpulkan bahwasannya belum terimplementasi. Hal ini 

berdasarkan : 

a. Adanya unsur pelaksana  

Berdasarkan pelaksana berkaitan dengan tingkat kepatuhan para 

pelaksana dan petugas lapangan dalam implmentasi kebijakan 

pengelolaan sampah sudah cukup maksimal, walaupun masih ada juga 

aparatur dan petugas lapangan yang melaksanakan tupoksi di luar 

peraturan yang ada. Sedangkan kalau untuk insentif/reward diberikan 

bagi orang yang melakukan pengurangan sampah serta pengolahan 

sampah, belum ada karena masih terkendala dengan anggaran biaya. 

Unsur para pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan sangat 

menentukan akan keberhasilan suatu kebijakan. 

b. Adanya program yang dilaksanakan 

Bahwa berdasarkan program yang dilaksanakan telah terkoordinasi dengan baik 

dan telah adanya standar operating procedur (SOP) namun untuk pelaksanaannya 

belum sepenuhnya memenuhi standar operating prosedur (SOP). Sedangkan untuk 

pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan perda tentang pengelolaan sampah 
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di kota Binjai sudah jelas. Program dalam suatu kebijakan sangat diperlukan 

dalam keberhasilan suatu kebijakan. 

c. Adanya kelompok sasaran  

Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat 

diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model 

interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang 

diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang 

ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika 

kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan 

berhasil. 

d.    Adanya faktor lingkungan,sosial,budaya dan politik 

Terkait hal yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan 

kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan 

kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang tidak 

mendukung bisa menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena sebab itu, upaya pelaksanaan kebijakan 

memberi syarat keadaan lingkungan luar yang mendukung. Kegiatan 

implementasi suatu kebijakan tidak akan bisa berlangsung dengan baik 

tanpa adanya sumber daya yang dibutuhkan dalam proses implementasi 

kebijakan. Sumber daya adalah salah satu faktor yang berarti dalam 
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melakukan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf yang 

mencukupi serta keahlian - keahlian yang baik untuk melakukan tugas-

tugas mereka, informasi,wewenang serta fasilitas yang dibutuhkan untuk 

menterjemahkan pendapat pendapat diatas kertas agar bisa melakukan 

pelayanan-pelayanan publik Sumber daya yang dibutuhkan dalam 

implementasi kebijakan itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya 

keuangan/anggaran, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, 

dan sebagainya). 

5.2 Saran  

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam memaksimalkan tugas 

UPTD Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota 

Binjai adalah sebagai berikut: 

a. Kepada Dinas Lingkungan Hidup di  Kota Binjai  disarankan untuk 

menugaskan pegawai secara khusus pengelolaan sampah menyediakan 

armada angkutan sampah secara khusus mengangkut sampah yang ada 

di Kota binjai secara oprasional waktu pengangkutannya 

b.  Kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga 

kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal. 

c.  Kepada Pemerintah Kota Binjai disarankan membuat kebijakan terkait 

penegakan hukum terhadap orang/organisasi yang membuang sampah 

sembarang atau tidak pada tempatnya. 
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Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Memaksimalkan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah  

( UPTD ) Pengelolaan Sampah Di Kota Binjai 

 

  Adanya upaya untuk mencapai tujuan 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana masyarakat luas dapat mendukung upaya UPTD untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai UPTD pengelolaan sampah?  

3. Apa rencana UPTD ke depan untuk memastikan upaya dalam pengelolaan sampah ini terus berlanjut dan berkembang? 

 

 

 Adanya program yang bersifat operasional 

Pertanyaan :  

1. Bisakah bapak/ibu menjelaskan tujuan dari masing-masing program yang dilaksanakan?  

2. Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang bapak/ ibu   jalankan ? 

3. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut? 

 

 

 Adanya keputusan terkait dengan  permasalahan 

Pertanyaan :  

1. Apakah permasalahan dalam pengelolaan sampah di kota binjai merupakan permasalahan serius? 

2. Langkah apa saja yang sudah dilakukan PUTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di peraturan ini? 

3. Bagaimana peran UPTD pengelolaan sampah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan masayarakat? 

 

 

 

 Adanya proses dalam melaksanakan suatu kebijakan publik  

Pertanyaan :  

1. Bagaimana respons dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan ini? Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan kebijakan ini? 

2. Apa rencana UPTD pengelolaan sampah kedepan untuk memastikan kebijakan publik ini terus tercapai  dan berkembang? 

3. Apakah ada strategi atau inisiatif yang dilakukan oleh UPTD pengelolaan sampah  untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini di masa 

mendatang? 

 

 Pengelolaan sampah 

Apa yang menjadi kendala dalam upaya untuk mencapai tujuan yang di inginkan UPT pengelolaan sampah dan TPA?  

 

1. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps 
Sekarang gini nya kita itu dalam tentang pengelolaan sampah kita punya basic dan dasar, dasar itu namanya kebijakan strategi daerah pengelolaan 

sampah rumah tangga dan segala jenis sampah rumah tangga dan itu bisa dilihat di internet strada kota binjai, disitu ada penelitian jurnal nya juga itu 

penelitian saya sendiri yang mendukung nanti yang tentang pengelolaan sampah di kota binjai, jadi kalau untuk hambatan namanya sampah itu salah 

satu pekerjaan yang sulit itu adalah mengubah pola pikir manusia jadi untuk pengelolaan sampah itu sama saja dengan mengubah pola pikir manusia, 

tetapi bagaimana cara mengubah pola pikir manusia supaya sampah itu bisa di manfaat kan dengan baik sehingga di TPA itu sulit , jadi hambatan 

pengelolaan sampah itu ya di pola pikir manusia itu, pola pikir masyarakat itula yang utama paling sulit mengubah nya, jadi hambatan tersulit untuk 

pengelolaan sampah di kota binjai jangan kan di kota binjai di indonesia sendiri lah, jadi kendalanya itu tadi di sdm nya jadi sdm ini tidak semuanya 

memadai gitu  

 

Di dalam ofjektiv pengelolaan sampah ini ada program nya ga pak?  

Ada  

 

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanakaan kebijakan tersebut terdapat penghambat dalam mengimplementasikanya pak ?  

“jadi disposisi itukan arahan arahan dari pimpinan jadi dari bapak ini hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke 

mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang memahami  dia yang menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena disposisinya 

lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing .Jadi kami itu bergerak 

berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota binjai nomor 26 tahun 

2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua segala macam disitu”. 

 

Kalau boleh tau bisa ceritain ga pak  tujuan dari masing masing program apa saja yang dilakuin UPTD? 

Jawaban: 

2. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps 

Jadi program itu sudah berjalan sejak tahun 2000, UPTD ini kan terbentuk tahun 2017  jadi di 2018 itu kami sudah punya program nama program 

yang pertama itu  mengutip sampah, kedua  lubang viewpoint, ketiga rumah kompos , ke empat pembuatan eco break dma banyak lagi, jadi itu terus 

berjalan, kemudian di tahun 2020 itu terkena covid jadi beberapa anggaran itu di prioritaskan sebagai covid, jadi program program itu tidak berjalan 

lagi, tapi yang sampai saat ini berjalan itu paint sampah , paint sampah ini tidak dikami lagi mereka sudah pindah ke bidang sebelah namanya PKL, 

PKL ini kualitas lingkungan karena dia angkat sampah itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lingkungan jadi mereka pengendali 

kualitas lingkungan, jadi mengutip sampah itulah salah satu program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan, 

kalau untuk di TPA pengelolaan sampah kita hanya berdasarkan dari TPA kita ada disitu rumah kompos tapi tidak juga berjalan karena beberapa 

waktu yang lalu mesin kita itu dicuri jadi gabisa lagi berjalan, dulu kita itu punya mesin mesin nya itu pecacak sampah jadi sampah organik itu di 

kumpulkan di cacak disana jadi kompos tapi sekarang gak ada lagi, kemudian sampai saat ini pengelolaan sampah itu hanya pengelolaan sampah di 

TPA dengan cara sistem pertholenfield itu aja dia untuk pengelolaan sampah . 

 

3. Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada bapak hendra Menurut bapak Hendra  selaku  Anggota selaku anggota  uptd bahwasannya Berarti kalau 

kendala atau tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu? “ Kalau untuk kendala itu banyak juga 
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tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya juga kita kurang sdm yang 

mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan pemerintah tapi karena mungkin 

itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang sekarang ini dibuat ya itu tadi, 

program back sampah setiap hari rabu dan jumat”. 

 

4. Menurut bapak Hendra  selaku  Anggota uptd dan  Pak hargianto masyarakat di sekitar di Dinas lingkungan hidup Kota Binjai dengan pertanyaan, 

Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam pengawasan penanggulangan yang dilakukan.  

 

Menurut beliau, upaya yang dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut ialah lebih mengenalkan program-

program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate pemberitahuan ataupun 

informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat juga turut serta 

agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. 

Berarti kalau kendala atau tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program program tersebut itu ada gak selain itu?  

5. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps 

Kalau untuk kendala itu banyak juga tantangan nya itu tadi anggaran mungkin kita saat ini masih kurang yang pertama ya, yang kedua untuk sdm nya 

juga kita kurang sdm yang mengerti tentang pengelolaan sampah itu di masyarakat terus yang ketiga untuk fasilitas juga kita ada di sediakan 

pemerintah tapi karena mungkin itu tadi taulah sekarang kayak mana kota binjai , jadi itu tadi kayak hilang gak nampak, jadi satu satunya cara yang 

sekarang ini dibuat ya itu tadi, program back sampah setiap hari rabu dan jumat,  

 

Apa rencana upt pengelolaan sampah ini untuk kedepannya untuk memastikan publik ini terus tercapai dan berkembang? 

 

6. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps 

Kita kedepannya kita buat program terus tetap buat kita kalau di pemerintahan ini menyarenza rencana kerja nah itu kita tetap buat setiap tahunnya ap 

yang harus kita lakukan kita tetap buat rumah kompos, tetap buat ini segala macam itu tetap buat cuman mungkin saat ini itu belum menjadi prioritas 

gitu masih ada protes protes yang lain yang harus di selesaikan jadi itu belum ada di prioritas belum di prioritaskan menurut saya, tapi seadanya aja 

sekarang kami masih berjalan kok back sampah itu tetap berjalan  

 

Kalau untuk permasalahan dalam melaksanakan program itu yang jadi permasalahannya ada di masyarakat itu sendiri? 

7. Menurut bapak Rukun S.Pd, MM selaku  Ka uptd Ps 

Iya yang utama nya itu di masyarakat itu sendiri dulu ada namanya gerakan pilah sampah itu tahun 2019 kalau saya gak salah gerakan pilah 

sampah itu kita buat itu kita bagikan ke nbr yang tertutup jadi yang organik sama yang anorganik nanti anorganik nya itu dibuat disetor ke kelurahan 

di kelurahan itu dibuat back sampah kita berdaya ke masyarakat disitu terus lambat laun namanya juga sampah itukan kalau dia dibuat pas untung 

kalau enggak ya gak untung namanya sampah itukan emang kita gabisa makan dari situ kan kecuali yang kayak udang udang besar itu kan, kalau 

untuk yang kecil ini kan gabisa kita makan dari situ itukan hanya sebagai untuk sampingan jadi ya lama lama biar sampah nya tertutup juga, jadi 

program nya pun gak jalan juga terus dihambat, jadi dulu banyak program tapi dihambat covid ini semua nya hancur karena kan kita gak bisa tatap 

muka jadi kayak back sampah pun dulu kenak covid tutup rumah kompos tutup gaboleh kerumah rumah, warga warga pun takut kita datang kan, jadi 

sampai sekarang belum ada pembangunan lagi untuk program terus kami pun karena sudah tercepah kami hanya mengurusi untuk kompos sedangkan 

back sampah sudah di urusi oleh bidang kualitas lingkungan. Point point dari pengelolaan sampah ini sumber daya disposisinya kurang bahwa kondisi 

ekonomi sosial politik itu memengaruhi kenapa kondisi ekonomi sosial politik kondisi ekonomi pegawai setiap orang kan beda beda ada yang janda 

anaknya 4 gtu istilahnya dia gak terpikir untuk kerja dulu gitu dia tapi dia mau set job lagi yang lain kan gitu itu kan berpengaruh terhadap peraturan 

peraturan yang dibuatkan seharusnya kan kita standby disini itulah dia Yang kedua disposisinya jadi disposisi itukan arahan arahan dari pimpinan jadi 

dari bapak ini hanya mendisposisikan apapun kesaya sayalah yang mendisposisikan ke mereka, jadi mereka itu disposisi itu kurang kesini itu dia yang 

menyebabkan kami itu program nya juga lambat gitu lambat karena disposisinya lambat terus sdm nya pun terbatas yang untuk mengerjakan 

mengerjakan ini jadi dia sudah ada bidangnya masing masing  

Jadi kami itu bergerak berdasarkan undang undang dan peraturan juga, jadi uptd pengelolaan sampah ini bergerak berdasarkan peraturan walikota 

binjai nomor 26 tahun 2021 disitulah ada semua tentang pengelolaan sampah semua segala macam disitu .. 

 

8. Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan  Hargianto di sekitar TPA di Dinas lingkungan hidup   

“Saya sebagai anggota  hanya dapat menjalankan pengangkutan bak sampah dengan mengelilingi rute rute yang telah ditetapkan . jadi , untuk 

perihal program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup saya juga kurang paham saya hanya menjalankan sebagaimana pekerjaan saya”. 

 

9. Bagaimana upaya Kota Binjai dalam menghadapi hambatan dalam pengawasan penanggulangan yang dilakukan ? 

Menurut bapak Hendra  selaku  Anggota  

 Menurut beliau, upaya yang dapat dilakukan ialah agar kendala ataupun hambatan tersebut tidak berlanjut ialah lebih mengenalkan program-

program yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai telah ciptakan melalui beberapa pendekatan seperti mengupdate pemberitahuan ataupun 

informasi terkini mengenai pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan. Serta terjun langsung ke lapangan sehingga masyarakat juga turut serta 

agar mengetahui kegiatan apa saja yang akan ataupun telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. 
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LAMPIRAN III  

SK 1 PENDOMAN JUDUL SKRIPSI  
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LAMPIRAN VI 

SURAT PERMOHONAN PENGANTIAN JUDUL SKRIPSI
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LAMPIRAN V 

SK 2 SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING  
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       LAMPIRAN VI 

   SK 3  PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL
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LAMPIRAN VII 

SK 4 UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL 
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LAMPIRAN VIII 

SURAT KETENGAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN IV 

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN  
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LAMPIRAN X 

SK 5 BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XI 

SK 10 UNDANGAN / PNGGILAN UJIAN SKRIPSI 
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LAMPIRAN XII 

SURAT KETERAGAN BEBAS PUSTAKA  

 


